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ABSTRAK 

 

Andi Nurhana, 2018, “Perananِ Camatِ dalamِMewujudkanِ Tataِ Pemerintahanِِِِِ

yang Baik (Good Governance) diِKecamatanِBurau”.ِSkripsi,ِ

Fakultas Syariah program studi Hukum Tata Negara, 

Pembimbing (1) Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H., 

Pembimbing (II) Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. 

Kata Kunci : Peranan Camat dalam mengkoordinasikan, membina, dan 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. 

Skripsi ini membahas tentang Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata 

Pemerintahan yang Baik di Kecamatan Burau. Adapun yang menjadi 

permasalahan adalah bagaimana peranan Camat dalam Mewujudkan Good 

Governance di Kecamatan Burau. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. Peranan camat 

dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dilihat dari tiga aspek, yaitu 

peranan mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kecamatan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang 

diambil dari Camat, aparat Pemerintah Kecamatan, unsur SKPD (UPT Dinas 

Kesehatan), unsur Pemerintah Desa, dan organisasi masyarakat atau tokoh 

masyarakat. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sambil 

mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Berdasarkanhasil penelitian, Camat Burau mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam menentukan terwujudnya good governance di tingkat Kecamatan 

maka penulis menyimpulkan bahwa Camat Burau sesuai dengan 

kedudukan/posisi, tugas dan kewenangannya mengkoordinasikan, membina dan 

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan sudah berjalan 

dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada dan melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di 

wilayah Kecamatan Burau. 

Adapun solusi yang diberikan adalah perlunya peningkatan pemahamanan 

unit kerja pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan tentang tata pemerintahan 

yang baik dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik agar tercipta 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan pemerintahan dengan 

tuntutan untuk mewujudkan negara yang mampu mendukung kelancaran dan 

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dengan 

mempraktekkan prinsip-prinsip good governance atau kepemerintahan yang baik. 

Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang 

sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 

sehingga pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods dan 

public service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. 

Pemerintahan yang baik akan menghasilkan negara yang bersih dan bebas 

dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemerintahan yang baik itu berarti 

baik dalam proses maupun lainnya artinya semua unsur dalam pemerintah bisa 

bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari 

rakyat, dan bebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses 

pembangunan.1 

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dijelaskan bahwa Kecamatan 

merupakan perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota. Dalam Pasal 224 di 

jelaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang di sebut 

                                                           
1Ubaidillah,dan Abdulrozak, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani 

(Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah,2000), h. 217. 
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Camat. Camat di angkat oleh Bupati/Walikota atas usulan Sekretaris Daerah 

Kabupaten/Kota dari Pegawai Negri Sipil yang memenuhi syarat. Camat 

menerima pelimpahan sebagai kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Walikota 

dalam melaksanakan tugasnya.2 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan, dalam Pasal 14 ayat (1) dimana Kecamatan merupakan perangkat 

Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai 

wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Sedangkan yang dimaksud 

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan di 

wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum 

pemerintahan.3 

Jabatan camat merupakan jabatan struktural yang berada di lingkungan 

tingkat Kecamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Camat sebagai pimpinan 

tertinggi di kantor Camat mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya suatu wilayah Kecamatan. Sebagaimana 

dijelaskan dalam hadis: 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قَالَ ألَََ كُل   ِ صَلَّى اللََّّ كُمْ حَدَّثنََا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَعَنْ النَّبِي 

 رَاعٍ وَكُل كُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

 

 

                                                           
2Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

 
3Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Ketahuilah, setiap 

kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa 

yang dipimpinnya.4 

 

Maka dari itu, sangat dibutuhkan pemimpin yang berada ditingkat 

Kecamatan agar mampu melakukan usaha-usaha targetnya nanti mengarah kepada 

sikap profesionalisme kerja guna mengharapkan hasil yang efektif dan efesien. 

Sebagaimana firmanAllah swt. dalam Q.S an-Nisa’/4:58ِyangِberbunyi: 

 

َ ۞إِنَّ  تِ يَأۡمُرُكُمۡ أنَ تؤَُد واْ  ٱللَّّ نََٰ ٰٓ أهَۡلِهَا وَإِذاَ حَكَمۡتمُ بيَۡنَ  ٱلۡۡمَََٰ أنَ تحَۡكُمُواْ  ٱلنَّاسِ إِلىََٰ

َ إِنَّ  ٱلۡعَدۡلِ  بِ  ا يَعِظُكُم بِهِ  ٱللَّّ َ إِنَّ  ٰۦٓ  نِعِمَّ ا بَصِيرٗا  ٱللَّّ   ٥٨كَانَ سَمِيعََۢ
 

 

Terjemahnya: 

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 

yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 

Maha Melihat.5 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan hal yang paling penting dalam beramal 

ialah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan 

adil. Allah swt memerintahkan untuk kedua amalan tersebut. 

Salah satu karakter pemimpin yang dapat dicontohi yaitu Nabi Muhammad 

s.a.w karena tidak ada yang dapat menandingi ahlak mulia yang ia miliki. Sifat 

                                                           
4Abu Ahausain Muslim bin Hajjay Alqusyairi al-Qusyairy, Shahih Muslim (Juz 2;Bairut 

Libanon: Darul Fikri 1993 M), h. 187. 

 
5Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anِ Al-Karim dan Terjemahannya, 

(Anggota IKAPI JATIM: Halim Publishing & Distributing), h.87. 



4 
 

 

dan karakter Nabi yang dapat kita teladani ada 5 yaitu: Shidiq, Amanah, Tabliqh, 

Fathanah dan Istiqomah. Apabila sifat dan karakter ini dapat diterapkan oleh 

seorang pemimpin maka akan menghasilkan sebuah tatanan pemerintahan yang 

baik. 

Kecamatan Burau merupakan salah satu Kecamatan di Luwu Timur, terdiri 

dari 18 Desa, dan mempunyai jumlah penduduk 36.886 jiwa. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam PP. 

RI Nomor 19 Tahun 2008, Pemerintah Kecamatan Burau dituntut untuk dapat 

menerapkan dengan efektif prinsip-prinsip good governance. Namun dari 

pengamatan yang dilakukan masih terdapat kelemahan sehingga peranan Camat 

tersebut belum secara maksimal dapat berjalan efektif, dan efisien. 

Dari pengataman nampaknya kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh 

masih kurangnya pemahaman terhadap konsep atau makna good governance itu 

sendiri sehingga diperlukan peranan Camat. Dalam hal ini Camat selaku 

pemimpin Pemerintahan di Kecamatan harus mampu mewujudkan good 

governance sesuai dengan amanat UU RI No.23 tahun 2014 dan PP RI No.19 

Tahun 2008, maka peranan Camat dilihat dari tiga aspek yaitu: berperan 

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, 

melakukan pembinaan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan 

peranan yang efektif dari Camat, penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 

tersebut diharapkan good governance dapat terwujud. 

 

 



5 
 

 

B. RumusanMasalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana peranan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik 

(good governance) dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 

(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur? 

 

C. Definisi Konsepsional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pengertian dalam 

penelitian ini, maka diberikan definisi sebagai berikut : 

1. Peranan merupakan suatu penampilan atau tingkah laku tertentu dari 

seseorang/kelompok berdasarkan kedudukan yang dimilikinya sesuai dengan 

lingkungan dalam melaksanakan tugas untuk tujuan tertentu. 

2. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten 

atau Kota. 

3. Tata Pemerintahan yang baik (good governance) yaitu tindakan atau tingkah 

laku yang di dasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, 

mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk untuk 

mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian. 

Konsep yang merupakan fokus penelitian ini ialah “peranan Camat dalam 

mewujudkan good governance”. Yang dimaksud dengan good governance disini 

adalah penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip good governanceyaitu :Participation (Partisipasi); Rule of Law 

(Kerangka/AturanHukum), Tranparency (trasparansi), Responsiveness 
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(responsivitas), Consensus orientation (orientasi consensus), Equity (keadilan), 

Efficiency and Effectiveness (efisienai dan efektifitas), Accountability 

(akuntabilitas), Strategic vision (visi strategis). Sedangkan yang dimaksud dengan 

peranan Camat didefinisikan secara konsepsional sebagai sikap atau tindakan 

yang dilakukan oleh Camat selaku pemimpin Kecamatan dalam rangka 

mewujudkan good governance di Kecamatan. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 dan 

Peraturan Pemerintah RINo.19 Tahun 2008, maka peranan Camat dalam 

mewujudkan good governance di Kecamatan dilihat dari tiga aspek yaitu: peranan 

mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan diKecamatan, 

peranan membina penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatandan desa, dan 

peranan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan diKecamatan. 

 

D. TujuanPenelitian 

Penelitian ini bertujuan di samping sebagai salah satu persyaratan wajib 

dalam penyelesaian studi, juga untuk mendeskripsikan peranan Camat dalam 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan menciptakan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) di 

wilayah KecamatanLuwu Timur. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 
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1. SecaraTeoritis. 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam 

bidang hukum. 

b. Dapat di jadikan bahan literature dalam memahami peranan Camat 

dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan menciptakan 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 

2. Secara Praktis. 

a. Menambah dan memperluas wawasan penulisan dalam karyailmiah, di 

mana penulisan merupakan sarana  untuk memaparkan dan memantapkan 

ilmu pengetahuan yang di terima dalam perkuliahan. 

b. Sebagai sumbangan pikiran dalam ilmu hokum bagi Masyarakat, Bangsa 

dan Negara. 

c. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hokum yang berkaitan 

peranan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 

d. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan bahkan Camat dalam 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan 

menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu yang Relavan 

 Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan 

dan acuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penulis ini maka 

penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu. 

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Rima Dona Fitri berjudul 

“PerananCamat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di 

Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik 

yaitu, observasi, wawancara, kuisioner. Berdasarkan hasil yang telah dilalui dapat 

disimpulkan bahwa peranan camat dalam membina administrasi Pemerintah di 

Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilihat berdasarkan Pemerintah Daerah 

No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu melalui bimbingan, supervise, 

konsultasi, pemberian pedoman dan fasilitasi. Dari hasil pengukuran masing-

masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa peranan camat dalam 

membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten 

Siak dapat dinyatakan dalam kategori cukup baik.6 Sedangkan dalam penelitian 

skripsiِ iniِ membahasِ tentangِ “perananِ camatِ dalamِ mewujudkan tata 

pemerintahahan yang baik (good governance), hasil yang telah dilalui 

disimpulkan bahwa peranan camat dilihat dari tiga aspek yaitu peranan 

                                                           
6Rima Dona Putri berjudul Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan 

Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012). 
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mengkoordinasi, membina, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah di 

Kecamatan Burau. Dari Hasil masing-masing peranan tersebut maka dapat 

dinyatakan bahwa peranan Camat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang 

baik di Kecamatan Burau sudah baik. 

Penelitian yang kedua oleh Andi Muhammad Ade, yang berjudul “Analisis 

Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga 

Kabupaten Gowa”. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, daftar 

pustaka, dan observasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi Camat dalam 

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: 

mendorong   partisipasi   masyarakat   untuk ikut serta dalam perencanaan 

pembangunan  lingkup  Kecamatan  dalam  forum  musyawarah  perencanaan 

pembangunan di Desa/Kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap seluruh unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai 

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat  di  wilayah  kerja 

kecamatan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kecamatan. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan tugas  dan  

fungsi  Camat  dalam  mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

yaitu: kemampuan kepemimpinan Camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, 

sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.7 Sedangkan dalam penelitan 

skripsi ini membahas tentang salah satu faktor terwujudnya tata pemerintahan 

                                                           
7Andi Muhammad Ade F Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2016). 
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yang baik di kecamatan yaitu dengan peranan camat dalam melaksanakan 

tugasnya menerapkan prinsip-prinsip good governance. 

 

B. Kajian Pustaka 

1. Konsep Peranan 

Pada dasarnya peran adalah keseluruhan dari aktifitas yang menyangkut 

hak dan kewajiban yang berhubungan dengan status pada kelompok masyarakat 

tertentu pada situasi sosial yang khas.8 Peran menurut Kamus Bahasa Indonesia 

adalah menurut menyangkut tugas, fungsi dan kewajiban atau sesuatu yang 

menjadi bagian atau yang memegang pimpinan.9Peranan merupakan suatu 

penampilan atau tingkah laku tertentu dari seseorang/kelompok berdasarkan 

kedudukan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan dalam melaksanakan tugas 

untuk tujuan tertentu.10 

2. Konsep Peranan Pemimpin 

Pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

dimana pemimpin merupakan titik tombak  dari suatu kelompok/masyarakat 

maupun dalam suatu organisasi dalam melaksanakan sesuatu. 

Pemimpin adalah seseorang yang diberi kedudukan tertentu dan bertindak 

sesuai dengan kedudukannya tersebut. Sedangkan kepemimpinan adalah suatu 

peranan dan proses mempengaruhi orang lain.Kepemimpinan menurut islam 

                                                           
8Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1987), h. 220. 

 
9Sutan Rajasa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , (Surabaya; Mitra Cendekia, 2003), 

h.351. 

 
10Koentjaraningrat, Pemimpin dalam Organisasi, (Jakarta; Politea, 1991), h.172. 
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merupakan usaha menyuruh manusia kepada amar makruf nahi mungkar, 

menyuruh berbuat kebaikan dan melarang manusia berbuat keburukan sekaligus 

mengikuti kehendak untuk menuju arah yang benar. Kepemimpinan Rasulullah 

s.a.w merupakan contoh terbaik dalam menghayati nilai-nilai kepemimpinan. 

Baginda telah meletakkan kepentingan umat islam mengatasi segala kepentingan 

diri dan keluarga.11 

Salah satu karakter pemimpin yang dapat dicontohi yaitu Nabi Muhammad 

s.a.w karena tidak ada yang dapat menandingi ahlak mulia Rasulullah s.a.w. 

Beliau memiliki ahlak dan sifat mulia yang dapat kita pelajari dan 

mengamalkankannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab/33:21 : 

ِ كَانَ لكَُمۡ فيِ رَسُولِ  لَّقَدۡ  َ أسُۡوَةٌ حَسَنةَٞ ل ِمَن كَانَ يرَۡجُواْ  ٱللَّّ  ٱلٰۡۡٓخِرَ  ٱلۡيوَۡمَ وَ  ٱللَّّ

َ وَذكََرَ    ٢١كَثيِرٗا  ٱللَّّ
 

Terjemahnya: 

“Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.”12 

 

Keteladanan Rasulullahs.a.w telah dinobatkan sendiri oleh Allah di dalam 

Al-Qur’an.ِ Iniِ menunjukkanِ kesempurnaanِ Rasulullahِ dariِ semuaِ sisiِ

kemanusian yang tidak dimiliki oleh selainnya, dahulu maupun sekarang. 

Ada beberapa nilai-nilai yang di terapkan oleh Nabi Muhammad s.a.w 

dalam melakukan sesuatu yang menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin yang 

                                                           
11Kepemimpinan Rasulullah, https://desvico.wordpress.com/kepemimpinan-rasulullah-

sebuah suri tauladan-kepemimpinan/, diakses pada tanggal 18 Februari 2018. 

 
12Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anِ Al-Karim dan Terjemahannya, 

(Anggota IKAPI JATIM: Halim Publishing & Distributing), h. 420. 

https://desvico.wordpress.com/kepemimpinan-rasulullah-sebuah%20suri%20tauladan-kepemimpinan/
https://desvico.wordpress.com/kepemimpinan-rasulullah-sebuah%20suri%20tauladan-kepemimpinan/
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baik dan sukses dalam kepemimpinannya yaitu Fhatanah, Amanah, Shidiq, 

Tabliqh, dan Istiqomah. 

Ciri-ciri yang terkandung dalam FASTI (Fathanah, Amanah, Shidiq, 

Tabligh, Istiqamah) dapat dilihat dari perilaku sehari-hari dengan beberapa 

indikator sebagaimana Tabel berikut:13 

Tabel 2.1 

INDIKATOR KARAKTERFASTI 

FATHANAH AMANAH SHIDIQ TABLIQH ISTIQOMAH 

Kecerdasan Prinsip Jujur Komunikasi Percaya diri 

Ilmu Harmoni Tawadhu Empati Kuat 

Etika Cinta Loyal Proaktif Sempurna 

Profesioanal Teliti Sabar Pendidikan Kontinuitas 

Realistis Analisa Ikhlas Motivasi Resiko 

Rasional Kecepatan Transparan Memimpin Menang 

Inisiatif Fakta Fakta Spontanitas Tujuan 

Belajar Tanggungjawab Hormat Bijaksana Visi 

Alasan Respeck Perbaikan Pengaruh Komitmen 

Solusi Tepat janji Mandiri Melayani Optimis 

Prestasi Wewenang Adil Informasi Semangat 

Inovasi Jabatan Terbuka Relationship Berkorban 

Hasil Misi Teladan Kerjasama Ketaatan 

Kreativitas Kehormatan Objektif Dukungan Berani 

Toleransi Kepercayaan   Teladan Disiplin 

 

Seorang Rasul diutus oleh Allah swt, memiliki sifat-sifat terpuji (akhlaqul 

karimah). Sifat-sifat Rasulullah tersebut dapat menjadi teladan bagi kita. 

Rasulullah memiliki sifat wajib yaitu: 

 

                                                           
13Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence), ( Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 189 dalam Sri Herianingrum, Implemrntasi Nilai Tabligh pada Tenaga Pengajar 

dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Mojekerto, Karya Ilmiah 09_Sri 

Herianingrum.pdf, Jesit Vol.2. No. 10 Oktober 2015. 
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1. Fathanah 

Fatanah berarti cerdas. Nabi muhammad s.a.w adalah suri tauladan yang 

luar biasa cerdas. Nabi mampu menerima dan menyampaikan 6.236 ayat Al-

Qur’an,ِkemudianِmenjelaskanِdalamِpuluhanِ ribuِ hadits. Cerdas bukan berarti 

sesuatu yang sempurna dibidang akademik saja, melainkan juga berpikir terbuka 

dan berbeda. Artinya, kita harus aktif dan memandang sesuatu dari segi kebaikan. 

Karakter pemimpin yang ideal tidaklah datang begitu saja. Pemimpin tidak 

hanya memerintahkan, tetapi juga bergerak dan mencontohkan.  

2. Amanah  

Sifat nabi yang selanjutnya yang dapat diteladani oleh seorang pemimpin  

yaitu amanah. Kata amanah sendiri memiliki arti dapat dipercaya. Makna lain dari 

dari amanah sendiri adalah bertanggung jawab dalam menjalankan tugasdan 

kewajiban yang diberikan dalam memimpin. Amanah bisa juga bermakna 

keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai  dengan ketentuan. Amanah adalah 

titipan yang menjadi tanggungan, bentuk kewajiban atau utang yang harus kita 

bayardengan melunasinnya sehingga kita merasa aman atau terbebas dari segala 

tuntutan.14 

3. Shiddiq 

Sihiddiq berarti benar. Benar dalam perkataan maupun perbuatan.Salah 

satu dimensi kecerdasan ruhani terletak pada nilai kejujuran yang merupakan 

mahkota kepribadian orang-orang mulia yang telah dijanjikan Allah akan 

                                                           
14Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence), ( Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 95 dalam Sri Herianingrum, Implemrntasi Nilai Tabligh pada Tenaga Pengajar 

dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Mojekerto, Karya Ilmiah 09_Sri 

Herianingrum.pdf, Jesit Vol.2. No. 10 Oktober 2015. 
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memperoleh limpahan nikmat dari-Nya. Selanjutnya kedudukannya disejajarkan 

dengan para nabi (shiddiqin nabiyaa) dan dijadikan rujukan untuk menjadi teman 

dalam meningkatkan kualitas hidup.15 

4. Tabliq 

Sifat Nabi yaitu Tabliq artinya menyampaikan. Sebagai umat muslim, kita 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran meskipun pahit. 

Sebagaimana dalamfirman Allah swt dalam Q.S. Al-Jin/72 : 28 yang berbunyi: 

ا  ل ِيعَۡلَمَ  تِ رَب هِِمۡ وَأحََاطَ بمَِا لَديَۡهِمۡ وَأحَۡصَىَٰ كُلَّ شَيۡءٍ عَددَََۢ لََٰ   ٢٨أنَ قَدۡ أبَۡلَغوُاْ رِسََٰ

 
Terjemahnya: 

“Agar dia mengetahui, bahwa rasul-rasul itu sungguh, telah 

menyampaikan risalah Tuhannya, sedang (ilmu-Nya) meliputi apa yang 

adaِpadaِmereka,ِdanِDiaِmenghitungِsegalaِsesuatuِsatuِpersatu.”16 

 

Nilai tabliqh sendiri dapat diartikan oleh umat muslim dengan 

mengkomunikasikan dan menyampaikan segala sesuatu informasi dengan baik 

kepada siapapun. Orang yang memiliki dan menerapkan nilai tabliqh ini akan 

menyampaikan segala sesuatu informasi dengan benar dan dengan tutur kata yang 

tepat. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/4: 9: 

فاً خَافوُاْ عَليَۡهِمۡ فَلۡيَتَّقوُاْ  ٱلَّذِينَ  وَلۡيَخۡشَ  يَّةٗ ضِعََٰ َ لوَۡ ترََكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذرُ ِ وَلۡيَقوُلوُاْ  ٱللَّّ

  ٩قوَۡلَٗ سَدِيداً 

 

Terjemahnya: 

                                                           
15Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence), ( Jakarta: Gema 

Insani, 2001), h. 189-190 dalam Sri Herianingrum, Implemrntasi Nilai Tabligh pada Tenaga 

Pengajar dalam Proses Belajar Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Mojekerto, Karya Ilmiah 

09_Sri Herianingrum.pdf, Jesit Vol.2. No. 10 Oktober 2015. 

 
16Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anِ Al-Karim dan Terjemahannya, 

(Anggota IKAPI JATIM: Halim Publishing & Distributing), h.573. 
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“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka 

meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka, yang mereka 

khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka 

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata 

yang benar.17 
 

Karakter pemimpin yang mencontoh sifat Nabi bukanlah sesuatu yang 

tidak mungkin kita capai. 

5. Istiqomah 

Istiqomah merupakan bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap 

konsistensi dan teguh pendirian untuk menegakkan dan sesuatu menuju kondisi 

yang lebih baik dari pada kondisi sebelumnya. Nilai istiqomah ini dapat dikatakan 

suatu kekuatan iman yang telah merasuk ke jiwa, sehingga tidak mudah 

terpengaruh, tidak mudah goyah dan tidak mudah putus asa atas permasalahan 

yang timbul dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Tasmara mengatakan bahwa pribadi muslim yang profesional dan 

berakhlak memiliki sikap konsisten yaitu kemampuan untuk bersikap secara taat, 

pantang menyerah dan mampu mempertahankan prinsip serta komitmenya walau 

harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Seseorang yang 

telah memiliki nilai istiqomah dalam hidupnya merupakan orang yang memiliki 

ketenangan yang luar biasa meskipun dalam kondisi tertekan sekalipun.18 

                                                           
17Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anِ Al-Karim dan Terjemahannya, 

(Anggota IKAPI JATIM: Halim Publishing & Distributing), h. 78. 

 
18Toto Tasmara, Membudayakan Etos Kerja Islam ( Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 86 

dalam Sri Herianingrum, Implemrntasi Nilai Tabligh pada Tenaga Pengajar dalam Proses Belajar 

Mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Mojekerto, Karya Ilmiah 09_Sri Herianingrum.pdf, Jesit 

Vol.2. No. 10 Oktober 2015. 

 
13Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, 

Bab IV, Pasal 15, ayat 1. 
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3. Konsep Camat 

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang 

diselenggarakan oleh Camat, meliputi:19 

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, 

dan 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan 

Desa/Kelurahan. 

 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dijelaskan sebagai berikut:  

                                                                                                                                                               
 
19Republik Indonesia, Peraturan  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, 

Bab IV, Pasal 15, ayat 1. 
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1.) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota 

melalui Sekretaris Daerah. 

2.) Bupati/Wali kota wajib mengangkat Camat dari pegawai negeri sipil yang 

menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan 

kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.20 

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 UU RI No. 23 Tahun 2014 sebagai 

berikut: 

(a) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: 

1. Menyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (6); 

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban 

umum; 

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan 

umum; 

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang 

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan; 

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau 

Kelurahan; 

                                                           
20Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pasal 224, ayat 1-2. 
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8. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat 

daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan 

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(b) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan 

tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada 

yang menugasi. 

(c) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibantu oleh perangkat Kecamatan.21 

 

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga 

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di 

atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek 

perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, 

penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. 

Eksternalitas yang dimaksud adalah adalah kriteria pelimpahan urusan 

Pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari 

penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan 

bersifat internal Kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi 

kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria 

                                                           
21Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Pasal 225, ayat 1-3. 
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pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang 

dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup 

Kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh 

Kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.22 

4. Konsep Good  Governance 

Dalam kamus, istilah “government” dan “governance” seringkali 

dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu 

organisasi, lembaga atau negara. Government atau Pemerintah juga adalah nama 

yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan Pemerintahan 

dalam suatu Negara.23 

Good governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang 

didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau 

mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan 

dan kehidupan keseharian.24 

Sarundajang menjelaskan bahwa tata pemerintahan yang baik atau good 

governance dewasa ini sedang menjadi acuan dalam mencari perbaikan organisasi 

sesuai dengan tuntutan reformasi. Tata pemerintahan yang baik merupakan sebuah 

konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik, 

terutama ilmu pemerintahan. Konsep itu lahir sejalan dengan konsep-konsep dan 

                                                           
22Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

Pasal 15, ayat 2. 

 
23Santoso pandji, Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance, (Jakarta; 

Revika Aditama, 2009), h. 6. 

 
24Azyumardi Azra, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: 

Prenada media, 2003), h. 180. 
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terminologi demokrasi, masyarakat madani (civil society), partisipasi rakyat, hak 

asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Sarundajang 

pula merumuskan bahwa istilah governance menunjukkan suatu proses di mana 

rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan 

politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk 

menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya.25 

Kunci utama memahami good governance yaitu pemahaman atas prinsip-

prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur 

kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah 

bersinggungan dengan semua unsur karakteristik atau prinsip-prinsip good 

governance yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri. Menyadari 

pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance menurut UNDP melalui 

LAN menyebutkan ada sembilan karakteristik good governance yaitu sebagai 

berikut 26: 

a. Partisipasi (Participation) 

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik 

secara langsung maupun melalui inter-mediasi institusi legitimasi yang mewakili 

kepentingannya atau lembaga perwakilan yang dapat meyalurkan aspirasinya. 

Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kekebasan berasosiasi dan berbicara serta 

berpartisipasi secara konstruktif. 

b. Kerangka/Aturan Hukum (Rule Of Law) 

                                                           
25Sarundajang, S.H, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, (Jakarta; Kata Hasta Pustaka, 

2005), h.152. 

 
26Hessel Nogi S, Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: Grassindo, 2005), h. 115. 
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Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama 

hukum untuk hak asasi manusia. 

c. Trasparansi (Tranparency) 

Transparansi dibangun atas dasar kebebasanmemperoleh informasi. Proses-

proses lembaga-lembaga dan informasi secaralangsung dapat diterima oleh 

mereka yangmembutuhkan. Informasi harus dapatdipahami dan dapat dimonitor. 

d. Responsivitas(Responsiveness) 

Lembaga-lembaga publik dan proses-proses harus cepat dan tanggap 

dalam melayani stakeholders. 

e. Berorientasi consensus (Consensus orientation) 

Good governance menjadiperantara kepentingan yang berbeda 

untukmemperoleh pilihan terbaik bagikepentingan yang lebih luas, baik dalam 

halkebijkan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. 

f. Keadilan (Equity) 

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan,mempunyai 

kesempatan untukmeningkatkan atau menjaga kesejahteraanmereka. 

g. Efisienai dan efektifitas (Efficiency and Effectiveness) 

Proses-proses danlembaga-lembaga menghasilkan sesuaidengan apa yang 

telah digariskan denganmenggunakan sumber-sumber yang tersediasebaik 

mungkin. 

h. Akuntabilitas (Accountability) 

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan 

masyarakat (civil society); bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-



22 
 

 

lembaga stakeholders atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas ini 

tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan 

tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. 

i. Visi strategis (Strategic vision) 

Penyelenggara pemerintahan dan publik (masyarakat) harus memiliki visi 

jauh ke depan.27 

 

Dari sisi pemerintah, good governance dapat dilihat melalui aspek-aspek 

sebagai berikut: 

1) Hukum/kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan 

kebebasan. 

2) Administrative competence and transparency, yaitu kemampuan membuaat 

perencanaan dan melakukanan implementasi secara efisien, kemampuan 

melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model 

administratif keterbukaan informasi. 

3) Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi didalam 

departemen. 

4) Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, 

peningkatan peran pengussaha kecil, dan segmen lain dalam sektor swasta, 

deregulasi, dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makro 

ekonomi.28 

                                                           
27Suyatno,https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1488/1186, 

diakses pada tanggal 18 Agustus 2017. 
28Utomo Eddy, Pemerintahan yang baik, pkn-ips.blogspot.co.id/2016/03/pemerintahan-

yang-baik-good-governance.html, diakses pada tanggal 17 Februari 2018. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1488/1186
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Di Indonesia good governance tertuang dalam pasal 58 Undang-Undang 

RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang 

penyelenggaraan Pemerintahan yang berpedoman pada asas penyelenggaraan 

Pemerintahan Negara29. Dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN pada pasal 3 

menjelaskan tentang ditetapkannya asas umum pemerintahan yang baik yang 

meliputi30: 

a) Asas Kepastian Hukum; ialah asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 

b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; ialah asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyyelenggaraan negara. 

c) Asas Kepentingan Umum; ialah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 

d) Asas Keterbukaan; ialah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif 

tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 

                                                                                                                                                               
 
29Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. 

 
30Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3. 
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e) Asas Proporsionalitas;ialah asas yang mengutamakan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. 

f) Asas Profesionalitas; ialah asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

g) Asas Akuntabilitas; ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

5. Konsep Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN 

Pemerintahan bersih adalah pemerintahan yang penyelenggaraannya 

terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

a. Korupsi 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan busuk 

seperti penyalahgunaan uang, penerimaan uang, sogok dan sebagainya. Korupsi di 

nilai sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga cara 

penanganannya juga harus di lakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.31 

b. Kolusi 

Kata kolusi berasal dari bahasa inggris , yaitu collution, artinya  kerja sama 

rahasia untuk maksud tidak terpuji.32Menurut Teten Masduki, Koordinator ICW 

                                                           
31Muammar Arafat, Harmoni Hukum Indonesia, (Cet. I; Makassar; Aksara 

Timur;2015),h. 1. 

 
32Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,  h. 514. 
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(Indonesia Corruption Watch) kolusi adalah suatu sarana atau cara untuk 

melakukan korupsi.33 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, kolusi adalah 

pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara negara 

atau dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara.34 

c. Nepotisme 

Kata nepotisme berasal dari bahasa inggris, yaitu nepotism, artinya : 

kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara 

sendiri,terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan 

memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan.35 

Di Indonesia praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) telah marak 

terjadi yang dilakukan secara terang-terangan oleh sebagian besar pejabat-pejabat 

pemerintahan. Dalam Islam, terdapat banyak istilah yang dikenal dimulai dari 

Ghulul (Penggelapan), Risywah (Penyuapan), Ghasab (Mengambil paksa 

Hak/Harta Orang lain), Khianat, Sariqah (Pencurian), Hirabah (Perampokan), Al-

Maks (Pungutan liar), Al-Ikhtilas (Pencopetan), dan Al-Ihtibab (Perampasan). 

Agama Islam melarang segala praktik korupsi, dan hukumnya adalah haram 

sesuaiِdenganِaklamasiِdanِkonsensusِ(ijma’)ِdariِpalaِulamaِfiqih.36 

 

                                                                                                                                                               
 
33Teten Masduki, Republika, Rabu, 10 Mei 2000,h.16. 

 
34Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dari KKN,Pasal 1, ayat 4. 

 
35Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia,h. 687. 
36Angga, “Buletin Jum’at” Keluarga Muslim Indonesia di Sendai. 18 Desember 2015, 7 

rabiul Awal 1437, http://kmi-s.ppisendai.org/ diakses pada tanggal 14 Februari 2018. 

 

http://kmi-s.ppisendai.org/
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d. Pandangan Al-Qur’anِdanِHaditsِterhadapِKKN 

Adapun ayat yang berkenaan dengan masalah KKN antara lain: 

1) Al-Qur’an37 

a. Q.S Al – Baqarah/2: 188 

لكَُم بَيۡنَكُم بِ  وَلََ  اْ أمَۡوََٰ طِلِ تأَۡكُلوُٰٓ نۡ  ٱلۡحُكَّامِ وَتدُۡلوُاْ بِهَآٰ إِلىَ  ٱلۡبََٰ لِتأَۡكُلوُاْ فرَِيقٗا م ِ

لِ  ثۡمِ بِ  ٱلنَّاسِ أمَۡوََٰ   ١٨٨وَأنَتمُۡ تعَۡلمَُونَ  ٱلِۡۡ

Terjemahnya: 

“Danِjanganlahِkamuِmakanِhartaِdiِantaraِkamuِdenganِjalanِyangِbatil, 

dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan 

maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan 

dosa, padahal kamu mengetahui.” 

 

b. Q.S Ali Imran/3: 161 

ٍ أنَ يَغلَُّ  وَمَن يَغۡلُ  وَمَا مَةِ  لۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ كَانَ لِنَبِي  ا  ٱلۡقِيََٰ ثمَُّ توَُفَّىَٰ كُل  نَفۡسٖ مَّ

  ١٦١ كَسَبَتۡ وَهُمۡ لََ يظُۡلَمُونَ 

Terjemahnya: 

“dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta 

rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia 

akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap 

orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang 

dilakukannya,ِdanِmerekaِtidakِdizalimi.” 

 

2) Hadis 

جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ يعَْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ حَدَّثنََا إسِْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثنََا وَهْبُ بْنُ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الن هْ  ِ صَلَّى اللََّّ حْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ نهََى رَسُولُ اللََّّ بةَِ أبَِي لبَيِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ

د هَذاَ فِي الْغزَْوِ إذِاَ غَنمُِوا قَبْ   لَ أنَْ يقُْسَمَ قَالَ أبَوُ مُحَمَّ

 

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan 

kepada kami Wahb bin Jarir bin Hazim dari Ayahnya dari Ya'la bin Hakim 

                                                           
37Kementerian  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’anِAl-Karim dan Terjemahannya. 
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dari Abu Labid dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata; Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam melarang korupsi (merampas harta orang lain 

tanpa hak)." Abu Muhammad berkata; "Ini berlaku ketika dalam 

peperangan, yaitu ketika mereka mendapatkan rampasan perang sebelum 

dibagikan.”38 

 

دُ بْنُ الْمُثنََّى حَدَّثنََا أبَوُ عَامِرٍ الْعَقدَِي  حَدَّثَ  ناَ ابْنُ أبَِي ذِئبٍْ عَنْ حَدَّثنََا أبَوُ مُوسَى مُحَمَّ

 ِ ِ بْنِ عَمْرٍو قَاللَعََنَ رَسُولُ اللََّّ حْمَنِ عَنْ أبَيِ سَلمََةَ عَنْ عَبْدِ اللََّّ خَالِهِالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

اشِيَ وَالْمُرْتشَِيقََالَ أبَوُ عِيسَى هَذاَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ الرَّ  يحٌ صَلَّى اللََّّ

 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna, 

telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Abu Dzi`b dari bibinya Al Harits bin Abdurrahman dari 

Abu Salamah dari Abdullah bin Umar ia berkata; Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam melaknati penyuap dan yang disuap. Abu Isa berkata; 

Hadits ini hasan shahih.39 

 

 

Berdasarkan penjelasan menurut Al-Qur’anِ danِ Hadistِ diatasِ

bahwasanya Allah swt telah melarang manusia untuk tidak memakan harta orang 

lain dengan cara yang bathil. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan salah 

satu tindakan yang mengambil hak dan harta orang lain dengan jalan yang bathil. 

Karena tindakan tersebut sangat merugikan orang lain. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38Abu Muhammad Abdullah bin Bahram Addarimi, Sunan Addarimi Juz 2, (Bairut 

Libanon: Darul Fikri, 1996 M), h. 87. 

 
39Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan Tirmidzi Juz 3, (Bairut Libanon: Darul 

Fikri, 1994 M), h. 65. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka Fikir 

 

Dari kerangka fikir diatas menggambarkan alur tentang pemerintah daerah 

dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, mengenai 

pengaturan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dimana kita ketahui bahwa 

Camat memiliki peran dan tugas untuk menciptakan Good Governance. 

 

  

1. Undang- Undang RI No28 Tahun 1999 tentang  

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN 

2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah 

 

 
PENGATURAN TENTANG TATA 

KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 

 

CAMAT 

PERANAN TUGAS 

GOOD GOVERNANCE 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka 

penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum 

normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang akan dibahas ini 

dapat dimasukkan dalam kategori penelitian hukum normatif, karena penelitian ini 

membahas peranan Camat di Kecamatan Burau. 

B. Pendekatan Penelitian 

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistik, atau dengan cara-cara lain dari pengukuran. Penelitian kualitatif ini dapat 

menunjukan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

juga tentang fungsionalisasi, organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau 

hubungan kekerabatan. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Camat Burau Kabupaten Luwu 

Timur, dengan pertimbangan bahwa dalam mewujudkan suatu peran pemimpin 

yang mampu membawa dan membangun sebuah pemerintahan yang baik di 

lingkungan wilayah Kecamatan. 
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D. Jenis Bahan Hukum 

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer, 

sedangkan data sekunder hanya sebagai pelengkap data primer. 

1. Data primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau 

informan penelitian melalui teknik wawancara. Data primer yang 

dikumpulkan adalah data yang bersifat kualitatif. 

2. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis 

seperti al-Qur’an,ِ Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang telah 

terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor Camat Burau Kabupaten 

Luwu Timur. 

E. Sumber Bahan Hukum (Informan penelitian) 

Yang dimaksud dengan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah 

subjek dari mana data dapat diperoleh.40 Sesuai dengan sifat penelitian kualitatif 

yang tidak mementingkan jumlah informan sampel, tetapi lebih mementingkan isi 

(content), relevansi, sumber yang benar-benar dapat memberikan informasi baik 

mengenai orang, peristiwa atau hal, maka teknik yang tepat untuk menentukan 

sumber data/informan adalah “purposive sampling”yaitu pertimbangan tertentu. 

Adapun sumber bahan hukum atau informan dalam penelitian ini diambil 

dari unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Pemerintah Desa, Puskesmas dan unsur 

masyarakat. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang yaitu 

sebagai berikut: 

1. Camat dan Aparat Pemerintahan Kecamatan Burau : 4 orang; 

                                                           
40http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html, 

diakses pada tanggal 17 Mei 2017. 

http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.%20html
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2. Unsur SKPD ( UPT Dinas/Badan Daerah) :   2 orang; 

3. Unsur Pemerintah Desa/Perangkat Desa : 3 orang; 

4. Unsur Organisasi Kemasyarakatan/Tokoh Masyarakat :2 orang. 

F. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen utama (key instrument) dalam penelitian kualitatif ialah peneliti 

sendiri. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang dibahas. Metode 

pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.41 Metode ini dipergunakan sebagai salah satu cara dalam 

pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek 

penelitian. 

2. Wawancara (Interview) yaitu pengambilan data dengan cara melakukan 

percakapan antara narasumber dan pewawancara.42 Tujuan dari wawancara 

adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi narasumber terhadap peranan 

camat dalam mewujudkan good governance di kecamatan Burau. 

                                                           
41Cholid Narbukodan H. Abu Achmadi, MetodePenelitian (Cet 12: Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2012) h.70. 

42https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia.org/

wiki/Wawancara&ved=0ahUKEwjX6IHPi5LVAhUKLwKHa4bCeUFggnMAI&usg=AFQiCNFjw

AICPwIwGKz2YxsdfI6tAQrY7A diakses pada tanggal 18 Agustus  2017. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia&ved=0ahUKEwjX6IHPi5LVAhUKLwKHa4bCeUFggnMAI&usg=AFQiCNFjwAICPwIwGKz2YxsdfI6tAQrY7A
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia&ved=0ahUKEwjX6IHPi5LVAhUKLwKHa4bCeUFggnMAI&usg=AFQiCNFjwAICPwIwGKz2YxsdfI6tAQrY7A
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://id.m.wikipedia&ved=0ahUKEwjX6IHPi5LVAhUKLwKHa4bCeUFggnMAI&usg=AFQiCNFjwAICPwIwGKz2YxsdfI6tAQrY7A
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3. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenaihal-hal atau variabel yang 

berupacatatan, transkip, agenda dan sebagainya.43 Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data dengan 

menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang digunakan 

terhadap data berupa uraian melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.  

2. Analisis Data 

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis secara deskriptif yaitu 

dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan observasi kemudian data tersebut dipaparkan, dibahas dan 

disimpulkan.  

 

 

  

                                                           
43Sugiyono, Metode Penelitian Kantitatif dan R.D (CET. 18: Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 143. 



33 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaan Geografis 

Kecamatan Burau merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Luwu 

Timur, dengan luas wilayah 278,05 km2. Kecamatan Burau terletak di sebelah 

barat ibuKota Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau berbatasan dengan 

Kecamatan Tomoni di sebelah utara, Kecamatan Wotu sebelah timur, sebelah 

selatan berbatasan dengan Teluk Bone, dan di sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Burau terdiri dari 18 Desa/Kelurahan yang 

kesemuanya berstatus Desa definitif. Sebagian wilayah Kecamatan Burau 

merupakan daerah pesisir, karena 4 dari 18 Desanya merupakan wilayah pantai 

dan 14 desa merupakan wilayah bukan pantai. Sebagian besar Desa di Kecamatan 

Burau mempunyai topografi datar yakni sebanyak 14 Desa dan 12Desa memiliki 

wilayah yang berbukit-bukit.44 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44Kantor Kecamatan Burau, 12 Desember 2017. 
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Tabel 1 

Letak Geografis dan Batas Administrasi Kecamatan Burau 

 

LETAK GEOGRAFIS/Geograpichal Location 

2 25' 50'' - 2 40' 09'' Lintang Selatan/South Latitude 

120 33' 08'' - 121 46' 35 Bujur Timur/East Lon 

BATAS-BATAS WILAYAH/Administration Boundaries 

SEBELAH UTARA/Nort Side : Kecamatan Tomoni / Subdistrict of Tomoni 

SEBELAH TIMUR/East Side : Kecamatan Wotu / Subdistrict of Wotu 

SEBELAH SELATAN/South Side : Teluk Bone / Gulf of Bone 

SEBELAH BARAT/ West Side 

: 

Kabupaten Luwu Utara / Regency of Luwu 

Utara 

LUAS WILAYAH/Total Area : 278,05 km 

JUMLAH DESA/ Number of 

Village  

: 

18 Definitif/ Definitive 

Sumber : Kantor Camat Burau 2017 
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Tabel 2 

Luas Wilayah dan Status Hukum Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Burau 

 

No Desa/Kelurahan 
Luas Wilayah 

(Km2) 

Persentase 

(Km2) 

Status Hukum 

Definitif Persiapan 

1 Lauwo 27,22 9,79 V - 

2 Lagego 7,45 2,68 V - 

3 Burau 18,08 6,50 V - 

4 Lumbewe 17,55 6,31 V - 

5 Jalajja 14,09 5,07 V - 

6 Mabonta 18,80 6,76 V - 

7 Laro 5,00 1,80 V - 

8 Lewono 21,17 7,61 V - 

9 Lanosi 19,87 7,15 V - 

10 Bonepute 18,58 6,68 V - 

11 Benteng 12,23 4,40 V - 

12 Lambarese 20,01 7,20 V - 

 13 Cendana 25,09 9,02 V - 

14 Batu Putih 24,09 8,66 V - 

15 Burau Pantai 8,05 2,90 V - 

16 Asana 7,38 2,65 V - 

17 Kalatiri 8,39 3,02 V - 

18 Lambara Harapan 5,00 1,80 V - 

JUMLAH 278,05 100,00 18 0 

Sumber data: Kantor Camat Burau 2017 
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Tabel 3 

Wilayah dan Topografi Desa/Kelurahan di Kecamatan Burau 

 

Desa/Kelurahan 

Wilayah Topografi 

Pantai 
Bukan 

Pantai 
Datar Berbukit-bukit 

Lauwo V - - V 

Lagego - v V V 

Burau V - V V 

Lumbewe - v V V 

Jalajja - v V V 

Mabonta V - V - 

Laro - v V - 

Lewono - v V - 

Lanosi - v V V 

Bonepute - v V V 

Benteng - v V V 

Lambarese - v V V 

Cendana - v - V 

Batu Putih - v - V 

Burau Pantai V - V - 

Asana - v - V 

Kalatiri - v V  - 

Lambara Harapan - v V - 

Sumber data: Kantor Camat Burau 
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Tabel 4 

Nama Desa, Kepala Desa, Jumlah Dusun dan  RT 

di Kecamatan Burau 

 

No Nama Desa Nama Kepala Desa Jumlah Dusun Jumlah RT 

1 Lauwo Tahrim Langaji 5 12 

2 Lagego Akbar Huzair, S.E 5 10 

3 Burau Mas’hud 4 10 

4 Lumbewe Akmal Jufri, S. Ag 2 6 

5 Jalajja H. M. Bintang Aras 3 9 

6 Mabonta Abidin 4 8 

8 Laro Sairul Sira 6 18 

8 Lewono Hamka 6 14 

9 Lanosi Hamansi 3 11 

10 Bonepute Opi Singkalong 2 7 

11 Benteng Lukman S. Rony 4 12 

12 Lambarese Andi Salahuddin,Sp 5 10 

13 Cendana Muh. Nasir 6 16 

14 Batu Putih Syair 3 8 

15 Burau Pantai Ismail 2 5 

16 Asana Rusdin 3 7 

17 Kalatiri Suharman, S.Pd 2 8 

18 
Lambara 

Harapan 
Haliban, S.Pd 

2 6 

JUMLAH 67 177 

Sumber data : Kantor Camat Burau 2017 
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2. Struktur Kelembagaan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Kelembagaan Kecamatan Burau 

 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Tupoksi Camat yaitu :45 

1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

                                                           
45Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu 

Timur, Pasal 4-11. 
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3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

4) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 

umum; 

5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat 

Kecamatan; 

6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, 

dan; 

7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 

tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan 

Desa/Kelurahan. 

b. Tupoksi Sekretaris Camat yaitu : 

1) Sekretaris Camat mempunyai tugas membantu Camat dalam 

menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah dan memberikan 

pelayanan administrasikepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan; 

2) Pengumpulan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas 

penyelenggaraan tugas Kecamatan dan Kelurahan serta administrasi.; 

3) Penyusunan rencana program tahunan Kecamatan dan Kelurahan ; 

4) Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi Kecamatan yang 

meliputi Tata Usaha Umum dan Kepegawaian serta pengelolaan 

keuangan; 

5) Pengkordinasiaan pelaksanaan tugas kepala-kepala seksi; 

6) Perencanaan pengadaan kebutuhan barang inventaris dan 

pemeliharaanya; 

7) Pelakasanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan urusan 

Kecamatan dan pengelolaan administrasi Kecamatan. 

c. Tupoksi  Ka. Subag Perencanaan dan Kepegawaian yaitu : 

1) Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta 

penganggaran Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
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2) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian. 

3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian. 

4) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan 

perencanaan program kegiatan dan anggaran; 

5) Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan 

informasi statistik Kecamatan; 

6) Menyiapkan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan 

akuntabilitas kinerja Kecamatan; 

7) Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi : 

(a) Usul kenaikan pangkat; 

(b) Perpindahan; 

(c) Pensiun; 

(d) Penilaian pelaksanaan pekerjaan; 

(e) Kenaikan gaji berkala; 

(f) Cuti; 

(g) Ijin; 

(h) Masa kerja; 

(i) Peralihan status; dan 

(j) Layanan administrasi kepegawaian lainnya. 
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8) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan 

dibidang Perencanaandan Kepegawaian serta berkaitan dengan tugas 

dan fungsi Kecamatan; 

d. Tupoksi Ka. Subag. Umum dan Keuangan, yaitu : 

1) Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta 

penganggaran Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;  

2) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian; 

3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian; 

4) Melaukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi 

dan pendistribusian surat masuk dan keluar; 

5) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan 

dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta menyusun 

laporan barang inventaris; 

6) Meneliti kelengkapan uang persedian, ganti uang, tambahan uang, 

pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi 

bahan proses lebih lanjut; 

7) Mengoordinasikan dan menyusun kerja sama anggaran; 

e. Tupoksi  Seksi Pemerintahan Umum, yaitu : 

1) Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 
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2) Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai 

rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi; 

3) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi; 

4) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi; 

5) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi 

pelaksanaan administrasi Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan; 

6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap Kepala 

Desa/Lurah dan staf Kelurahan/perangkat Desa/unsur staf perangkat 

Desa; 

7) Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan 

memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian 

perangkat Desa dan unsur staf perangkat Desa; 

f. Tupoksi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu : 

1) Merencanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

2) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi; 

3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi; 

4) Melakukan pembinaan Desa dalam rangka persiapan lomba Desa; 
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5) Melakukan fasilitasi dan koordinasipemberdayaan masyarakat dalam 

pemberdayaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah 

kecamatan; 

6) Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan 

pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; 

g. Tupoksi  Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu : 

1) Merencanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai 

pedoman pelaksanaan tugas; 

2) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi; 

3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi; 

4) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

5) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

6) Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat Daerah yang tugas 

dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan 

dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

h. Tupoksi Pelayanan Umum, yaitu : 

1)  Merencanakan kegiatan pengembangan aplikasi dan database sebagai 

pedoman pelaksana tugas; 
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2) Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi; 

3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan 

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi; 

4) Menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi 

surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya; 

5) Menghimpun dan menginformasikan program kerja, pelaksanaan 

kegiatan dan hasil kegiatan kepada masyarakat baik melalui media 

cetak maupunelektronik; 

6) Melakukan pelayanan administrasi perizinan Kecamatan. 

 

4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 

Keadaan jumlah pegawai pada kantor Kecamatan Burau sebanyak 29 

orang. Untuk jelasnya  mengenai jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel berikut ini, yaitu : 
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Tabel 5 

Jumlah Pegawai Pada Kantor Kecamatan Burau Berdasarkan 

Jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1 Laki-Laki 21 72,41 

2 Perempuan 8 27,59 

Jumlah 29 100% 

Sumber Data: Kantor Camat Burau 2017 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukan bahwa jumlah pegawai pada kantor 

kecamatan Burau dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 72,41% 

dibandingkan dengan pegawai jenis kelamin perempuan yaitu 27,59. 

 

5. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Keadaan pegawai pada kantor Kecamatan Burau menurut tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini : 
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Tabel 6 

Jumlah Pegawai Pada Kantor Kecamatan Burau 

Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Presentase % 

1 SMP  2  6,90 

2 SMA 16 55,17 

3 Diploma III  1 3,45 

4 Sarjana (SI)  10 34,48 

Jumlah  29 100% 

Sumber data : Kantor Camat Burau 2017 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan bahwa jumlah pegawai pada kantor 

Kecamatan Burau berdasarkan tingkat  pendidikan  SMA lebih besar  yaitu  55,17 

% dibandingkan dengan tingkat pendidikan dengan S1 ataupun S2. 

 

6. Keadaan Pegawai  Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang 

Adapun keadaan pegawai kantor Kecamatan Burau berdasarkan pangkat 

dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 7 

Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Burau 

Berdasarkan Pangkat/Golongan 

NO Golongan Ruang Pangkat Jumlah Persentase 

1 III/d 
Penata Tk.1 

1 4,35 

2 III/c Penata 2 8,69 

3 III/b 
Penata Muda Tk.1 

2 8,69 

4 II/d Pengatur Tk. 1 4 17,39 

5 II/c Pengatur  6 26,09 

6 II/b Pengatur Muda Tk. 1 4 17,39 

7 II/a Pengatur Muda 1 4,35 

8 I/d Juru Tk. 1 3 13,04 

Jumlah 23 100 

Sumber data :Kantor Camat Burau 2017 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa jumlah pegawai terbesar 

pada kantor kecamatan Burau berada pada golongan ruang II/c yaitu 26,09%. 

 

7. Fasilitas Kantor 

Dalam rangka mendukung proses pelayanan kepada masyarakat di Kantor 

Kecamatan Burau terdapat berbagai fasilitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilhat 

pada tabel 8 sebagai berikut : 
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Tabel 8 

Keadaan Fasilitas Kantor Kecamatan Burau 

No Fasilitas Unit/Buah Keadaan 

1 Mobil dinas 2  Baik 

2 Motor dinas 4  Baik  

3 Komputer  6 Baik  

4 Leptop  4 Baik  

5 Print 8  Baik  

6 Meja 24  Baik  

7 Kursi 300 Baik  

8 Ampli 2  Baik  

9 Lemari 14    Baik 

10 Dispenser 1 Baik  

11 Papan Tulis 2  Baik  

12 LCD 2 Baik  

13 AC 5 Baik  

14 Genset 2 Baik  

15 Camera 3 Baik  

Sumber data :Kantor Camat Burau 2017 

Berdasarkan  tabel diatas, semua fasilitas yang ada pada kantor Kecamatan 

Burau masi dalam keadaan baik dan masi layak/terpelihara dengan baik sehingga 

dengan demikian akan memungkinkan terjadinya pelayanan  berjalan dengan 

baik. 

B. Peranan Camat 

Pada lingkup Pemerintahan Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat.46 

Begitu  pula pada Pemerintah Kecamatan Burau, dimana dalam menjalankan 

kepemimpinan pemerintah dipimpin oleh Camat Burau yang menunjukan 

berbagai macam peran sebagai seorang pemimpin didalam organisasi untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

                                                           
46Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu 

Timur, Pasal 1 ayat (7). 
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Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) 

sangat ditentukan peran pemimpin, karena pemimpin adalah pendesain sebuah 

kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan. Hal ini menunjukan  bahwa 

pemimpin adalah representasi dari sebuah wilayah yang dipimpinya, dimana maju 

mundurnya sebuah daerah tertentu berada pada kreatifitas seorang 

pemimpinsebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku khususnya di dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2008 

tentang Kecamatan. Sesuai dengan tugas dan kewenangan Camat maka peranan 

Camat dalam mewujudkan good governance di Kecamatan dilihat dari tiga hal, 

yaitu : peranan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di 

Kecamatan, peranan membina penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan 

Desa, dan peranan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.47 

Untuk mengetahui bagaimana peranan Camat Burau mengkoordinasikan, 

membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka 

mewujudkan good governance di Kecamatan Burau, maka dilakukan wawancara 

dengan berbagai unsurberkompeten yang terkait yaitu Camat dan beberapa aparat 

pemerintah Kecamatan, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau 

UPT Dinas/Badan di tingkatKecamatan, beberapa Kepala Desa,danbeberapa 

Masyarakat di Kecamatan Burau. 

Hasil analisis data wawancara terhadap para informan tersebut 

dikemukakan berikut ini : 

                                                           
47Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  2008 tentang Kecamatan. 
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1. Peranan Camat Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kecamatan. 

Sesuai amanat Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintah RI No.19 Tahun 2008 bahwaCamat selaku kepala/pemimpin 

Kecamatan mempunyai tugas dan kewenanganmengkoordinasikan 

penyelenggaraankegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan. 

Menurut hal ini sesuai dengan penyampaian dari Camat Burau mengatakan 

bahwaِ “perananِ selakuِ koordinatorِ dalamِmengkoordinasikan penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kecamatan sudah dapat dilakukan dengan baik dan efektif, dalam 

hal ini Camat Burau selalu melakukan koordinasi kepada bawahannya dengan 

melakukan pertemuan (rapat) koordinasi setiap bulannya sehingga dalam rapat 

koordinasi tersebut munculah uneg-uneg dari semua unit kerja yang hadir seperti 

masyarakat dalam hal pelayanan, dan Kepala desa. Selain itu ada juga rapat 

koordinasi khusus misalnya dibidang Kesehatan, Pertanian, dan Pendidikan.”48 

Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di 

wilayah kerja Kecamatan Burau yaitu Sekretaris Camat, staf Pemerintahan juga 

mengakui adanya peranan yang efektif dari Camat Burau dalam 

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan 

Burau.49 

Hal-hal yang berkenaan dengan peranan Camat mengkoordinasikan 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan yang dikemukakan oleh 

                                                           
48Satri, Wawancara, Tanggal 14 Desember 2017. 

 
49Hamril, Malik Rahmat, Raganti Libret , Wawancara, Tanggal 14 Desember 2017. 
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para SKPD diwilayah Kecamatan Burau dan juga penjelasan dari Kepala 

Puskesmasِ Burau,ِ mengatakanِ bahwaِ “peranan Camat dalam koordinasi 

penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Cecamatan dilaksanakan dengan 

efektif dalam hal ini semua kegiatan yang dilakukan Camat Burau di wilayah 

Kecamatan, Puskesmas Burau senantiasa mendapatkan koordinasi dari Camat 

Burau”.50 

Para unsur Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Masyarakat yang sempat 

diwawancara juga mengakui bahwa peranan Camat dalam koordinasi 

penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sudah dilakukan dengan baik oleh Camat 

Burau. Berikut dikemukakan petikan hasil wawancara dengan Kepala Desa 

Lumbewe:  

“peranan Camat selama ini dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan 

pemerintahan dilakukakan dengan sangat baik melalui informasi-informasi urusan 

pemerintahan. Bagi kami menilai bahwa itu sudah sangat efektif walupun masih 

ada kekurangan didalamnya karena keterbatasan dariwaktu dan kesempatan yang 

digunakan oleh aparat yang ada. Camat dalam hal ini selaku penyambung antara 

kabupaten dan desa sangat aktif dalam menginformasikan hal-hal yang 

dibutuhkan oleh Desa.”51 

 

Keseluruhan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Camat telah 

berperan efektif dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kecamatan Burau. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa peranan Camat dalam 

mewujudkan good governance melalui koordinasi penyelenggaraan kegiatan 

Pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan efektif oleh Camat Burau. 

2. Peranan Camat Membina Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. 

                                                           
50Nurhapiah Hafid, Wawancara, Tanggal 18 Desember 2017. 

 
51H.M. Bintang A. Aras, Wawancara, Tanggal 18 Desember 2017. 
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Peranan lainnya yang dapat dilakukan oleh Camat dalam 

mewujudkangood governance di Kecamatan adalahmelakukan pembinaan 

terhadappenyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.Sesuai 

dengan amanat Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah 

RI No.19Tahun 2008 bahwa Camat selaku perangkatDaerah Kabupaten/Kota di 

dalammenyelenggarakan sebagian urusanotonomi daerah di kecamatan 

mempunyaitugas antara lain adalah pembinaanpenyelenggaraan urusan 

Pemerintahan di Kecamatan. Selaku Kepala wilayah (wilayah kerja) Kecamatan, 

Camat di dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan juga mempunyai 

kewenangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan 

Pemerintahan oleh unit-unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan.52 

Para Pimpinan Satuan Kerja perangkat Daerah di wilayah kerja Kecamatan 

Burau yang sempat diwawancarai mengakui bahwa Camat Burau sudah berperan 

cukup efektif di dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan 

Pemerintahan di Kecamatan. 

“pembinaan-pembinaan yang pak Camat lakukan di Kecamatan Burau  memang 

sudah sangat luar biasa banyak hal yang beliau lakukan dalam hal pembinaan 

kemasyarakatan terutama peningkatan sumber daya manusia terkhusus di 

Kecamatan Burau beliau sudah laksanakan dengan baik. Kemudian di tingkat 

Desa beliau langsung turun melakukan pembinaan-pembinaan baik pengelolaan 

kegiatan Dana Desa, kegiatan PKK, bahkan Kepemudaan semua terlaksana 

dengan baik dan setiap hal-hal yang beliau tidak bisa laksanakan dikoordinasikan 

langsung ke Pemerintah Desa bahkan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Burau”53 

 

Para perangkat Desa dan Kepala Desa yang diwawancarai juga mengakui 

bahwaCcamat Burau sudah berperan efektif dalam melakukan pembinaan 

                                                           
52Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. 

 
53Libret Raganti, Wawancara, Tanggal 14 Desember 2017. 
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terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ada di Kecamatan Burau. 

Camat Burau telah berperan dalam melakukan pembinaan karna setiap per tiga 

bulan Camat Burau melakukan monitoring, jadi dalam 1 tahun Camat Burau 

melakukan 4 kali monitoring, didalam monitoringnya beliau melakukan 

pembinaan kepada Desa-Desa tentang apa-apa saja yang kurang di Pemerintahan 

untuk di segera diperbaiki.54 Camat Burau juga sangat antusias dalam hal 

pembinaan, beliau selalu bersama aparat Desa dan Masyarakat dilapangan setiap 

ada kegiatan program kerja di Desa seperti memberikan motivasi dalam 

pembinaan Dana Desadan kegiatan dimasyarakat lainnya.55 

Hasil wawancara dengan Camat, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD), Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Burau, dan beberapa perangkat 

Desadan Kepala Desa tersebut menggambarkan tugas dan kewenangan Camat 

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan 

Desa dilaksanakan denganbaik dan efektif oleh Camat Burau. Halini dapat 

menunjukkan peranan Camat mewujudkan good governance diKecamatan 

melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan pembinaan terhadap penyelenggaraan 

kegiatan Pemerintahandan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa sejauh ini dilakukandengan baik dan efektif di Kecamatan Burau. 

3. Peranan Camat Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. 

Sebagai pemimpin dan Kepala wilayah Kecamatan Camat mempunyai 

tugas fungsi dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

                                                           
54Rahmat Malik, Wawancara, Tanggal 12 Desember 2017. 

 
55Jamaluddin, Wawancara, Tanggal 18  Desember 2017. 
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Pemerintahan di Kecamatan. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang RI 

Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RINomor 19 Tahun 2008. 

Sebagai pemimpin Kecamatan Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan 

yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan 

Otonomi Daerahyang mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada 

lingkup Kecamatan,yang meliputi antara lain adalah aspek pengawasan. Sebagai 

Kepala wilayah Kecamatan, Camat dalam penyelenggaraan tugas umum 

Pemerintahan mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Kecamatan serta pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa.56 

Hal-hal yang dikemukakan oleh Sekretaris Kecamatan Burau tersebut juga 

diungkapkan oleh para Pimpinan Unit Kerja Pemerintah di Kecamatan Burau 

serta para unsur Pemerintah Desa dan Kepala Desa di Kecamatan Burau. Apa 

yang dikemukakan oleh para informan yaitu Sekretaris Kecamatan, Kasi 

Pemerintahan, Pimpinan UPT Dinas Kesehatan/Puskesmas Burau, serta Kepala 

Desa Lumbewe tersebut memberikan gambaran bahwa tugas dan kewenangan 

Camat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta Puskesmas 

dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Camat Burau. Dalam hal ini 

penyelenggaraan pemerintahan terutama pada  pembangunan fisik sudah sangat 

efektif dan segala sesuatu yang dilakukandi wilayah Kecamatan Burau, di tingkat 

                                                           
56Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun  2008 tentang Kecamatan. 
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Desa semua dalam pengawasan Camat Burau dan hampir semua kegiatan sudah 

dilakukan pengawasan. 

Hal ini dapat menunjukkan peranan Camat mewujudkan good governance 

di Kecamatan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sejauh ini dilakukan dengan 

baik dan efektif di Kecamatan Burau. 

 

C. Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good 

Governance) 

Pada  sebuah organisasi pemerintah kesuksesan atau kegagalan dalam 

pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh 

kepemimpinanya dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang 

memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) 

akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab 

keruntuhan kinerja birokrasi. 

Adapun peranan Camat dalam mewujudkan good governance yang 

dibahas dalam penelitian ini yaitu apabila pemerintahan bersinggungan dengan 

semua unsur karakteristik atau prinsip-prinsip good governance yaitu Partisipasi 

(Participation); Kerangka/Aturan Hukum (Rule Of Law); Trasparansi 

(Tranparency); Responsivitas (Responsiveness); Berorientasi consensus 

(Consensus orientation); Keadilan (Equity); Efisienai dan efektifitas (Efficiency 
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and Effectiveness); Akuntabilitas (Accountability); dan Visi strategis (Strategic 

vision).57 

a. Partisipasi (Participation); 

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukan dengan memberikan 

kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam 

menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikanya kebijakan-

kebijakan yang akan diterapkan nantinya. 

Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik seorang pemimpin 

harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang 

diperuntunkan bagi bawahan dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk 

mendukung terwujudnya good governance, dan hal ini sesuai hasil wawancara 

dengan Kasi Pemerintahan Desa Jalajja sebagai berikut: 

“Camatِ Burauِ senantiasaِ berpartisipasiِ baik itu ditingkat desa maupun di 

lingkungan masyarakat. Camat Burau juga senantiasa berpartisipasi dalam 

memberikan keputusan yang diperuntungkan bagi bawahan dan masyarakatnya, 

selain itu beliau juga senantiasa berkunjung di masyarakat untuk melakukan 

pelayananِkepadaِmasyarakat.”58 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Burau selalu 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan di kantor Camat Burau. 

b. Kerangka/Aturan Hukum (Rule Of Law); 

Tata pemerintahan yang menjunjung aturan hukum, wujud nyata prinsip 

ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan 

kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya 

                                                           
57Hessel Nogi S, Tangkilisan, Manajemen Publik, (Jakarta: Grassindo, 2005), h. 115. 

 
58Jamaluddin, Wawancara, Tanggal 18  Desember 2017. 
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hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan 

prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik. 

Peranan Camat dalam mewujudkan Good Governance dalam hal 

kerangka/aturan Hukum dijelaskan oleh Kepala Puskesmas Burau, yaitu: 

“setiapِ setelahِ dilakukanِ kegiatanِ diِ kecamatanِ banyakِ hal-hal yang harus 

dilaksanakan oleh camat dengan suatu tata cara yang baik dengan prinsip-prinsip 
yang ada dan dalam hal itu sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.”59 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Camat Burau dalam 

menjalankan tugasnya sudah taat pada hukum yang berlaku. 

c. Transparansi (Tranparency); 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 

setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan 

yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta 

hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi 

pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap 

aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi 

diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan 

kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. 

Hal ini diungkapkan oleh staf pemerintahan kantor Desa Lagego. Beliau 

mengungkapkan bahwa: 

“Camatِ Burauِ dalam memberikan informasi senantiasa terbuka kepada 

siapa-siapa yang membutuhkan informasi tersebut, beliau senantiasa memberikan 

informasi hal-hal yang di butuhkan dan yang harus diperbaiki dipemerintahan”.60 

                                                           
59Libret Raganti, Wawancara, Tanggal 14 Desember 2017. 

 
60Hamril, Wawancara, Tanggal 14 Desember 2017. 
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Kondisi ini jelas dapat dikatakan bahwa peranan Camat trerkait dengan 

transparansi di kantor Kecamatan Burau dalam penyelenggaraan pemerintahan 

sudah dapat dikatakan terbuka. Hal ini akan mempunyai efek dengan mengurangi 

kesempatan praktek KKN yang merupakan tindakan yang tidak terpuji. 

d. Responsivitas (Responsiveness); 

Pemerintah yang baik harus memiliki sifat yang cepat tanggap terhadap 

setiap permasalahan yang terjadi dan tidak mementingkan kepentingan pribadi 

dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi. 

Peranan Camat dalam mewujudkan good governance dalam hal 

responsivitas ini diutarakan oleh Kepala Desa Lumbewe, yaitu : 

“Camat Burau memiliki tingkat koordinasi yang baik sehingga  informasi tentang 

pemerintahan berjalan dengan baik. Beliau sebagai penyambung informasi dalam 

hal ini informasi berjenjang baik dari camat ke Desa dan Desa ke Camat.”61 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jelas bahwa Camat Burau 

selalu cepat tanggap dalam setiap permasalahan diwilayah kerjanya. 

e. Berorientasi consensus (Consensus orientation); 

Pemerintahan yang baik (good governance) akan bertindak sebagai 

penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai 

konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, 

dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan 

prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.62 

                                                           
61H. M. Bintang Andi Aras, Wawancara, Tanggal 18 Desember 2017. 

 
62Kasmawati Andi, blogspot.co.id/2012/09/analisis-prinsip-prinsip-good.html?m=1 

diakses pada tanggal 25 Desember 2017. 
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Peranan Camat dalam mewujudkan good governance dalam hal 

berorientasi consensus di jelaskan oleh Kasi Pemerintahan Desa Jalajja, yaitu: 

“Camat Burau senantiasa berada bersama kita dilapangan sehingga dalam berbagai 

kegiatan dan program kerja beliau sebagai penengah dalam memberikan keputusan, dan 

motivasi agar pemerintah desa betu-betul bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

Pemerintah”63 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan camat Burau 

terkait dengan berorientasi consensus sudah dilaksanankan dengan sangat baik. 

f. Keadilan (Equity); 

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik 

terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan 

memelihara kualitas hidupnya.64 

Peranan Camat dalam mewujudkan prinsip good governance yaitu dalam 

menerapkan keadilan dijelaskan oleh Staf Bagian Umum dan Kepegawaian kantor 

Camat Burau, yaitu: 

“sayaِ rasa Camat Burau sudah adil dalam setiap melaksanakan sesuatu baik itu 

kegiatan Pemerintahan di Kecamatan, di tingkat Desa, dan dalam lingkungan 

masyarakat”65 

 

“Camat Burau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang betul-

betul baik. Ketika kami memiliki kepentingan pribadi untuk bertemu dengannya, 

beliauِmelayaniِkamiِdenganِbaik”66 
 

                                                           
63Jamaluddin, Wawancara, Tanggal 18  Desember 2017. 

 
64https://teknispendidikan.net/2016/09/04prisip-prinsip-kepemerintahan-yang-baik/, 

diakses pada tanggal 26 Desember 2017. 

 
65Abd. Malik, Wawancara, 15 Desember 2017. 

 
66Ridwan, Wawancara, Tanggal 15 Desember 2017. 

 

https://teknispendidikan.net/2016/09/04prisip-prinsip-kepemerintahan-yang-baik/
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Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat 

Burau dalam menerapkan prinsip keadilan sudah dilaksanakan. 

g. Efisiensi dan efektifitas (Efficiency and Effectiveness); 

Tata pemerintahan yang baik akan terwujud apabila pemerintah mampu 

menjamin terselenggarannya pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan 

menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.67 

Peranan Camat dalam mewujudkan prinsip good governance yaitu 

efisiensi dan efektifitas dijelaskan oleh KTU Puskesmas Burau, yaitu: 

“menurutِ saya,ِ pakِ Camatِ Burauِ telahِ menerapkanِ prinsipِ tersebutِ yaituِ

memberikan dan menjamin segala kebutuhan masyarakat dengan memberikan 

pelayanan yang baik dipuskesmas ini hal itu tidak lain untuk kenyamanan 

masyarakatِsendiri.”68 

 

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat 

Burau sudah efisien dan efektif. 

h. Akuntabilitas (Accountability); 

Tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel), Instansi 

pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggung  jawabkan 

pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang 

dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan. 

Peranan Camat dalam mewujudkan good governance dalam hal 

pertanggung jawaban diungkapkan oleh Sekretaris Camat, yaitu: 

                                                           
67Nopyandri, https://media.neliti.com, Penerapan prinsip-prinsip good enviromental good 

governance dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diakses pada tanggal 

27 Desember 2017. 

 
68Liza Mona, Wawancara, Tanggal 18 Desember 2017. 

https://media.neliti.com/
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“sebagai seorang pimpinan diwilayah Kecamatan, Camat Burau selalu 

mempertanggung jawabkan hal-hal apa yang menjadi kegiatan di Kecamatan ini, 

baik kegiatan di tingkat Desa, Kesehatan, Masyarakat, maupun kegiatan 

lainnya.”69 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Burau 

terkait dengan pertanggung jawaban (Akuntabilitas) sangat baik. 

i. Visi strategis (Strategic vision). 

Pemerintahan yang baik akan memiliki visi strategis, yaitu bahwa 

pemimpin dan masyarakat haruslah memiliki sikap perspektif yang luas dan jauh 

kedepan mengenai tata pemerintahan yang baik, pemahaman atas kompleksitas 

kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut, dan 

kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan 

tersebut.70 

Peranan Camat dalam mewujudkan good governance dalam hal ini 

menerapkan prinsip visi strategis di jelaskan oleh Sekretaris Camat Burau, yaitu 

“sebagaiِ seorangِ pemimpinِ beliauِ sudahِ pastiِ memilikiِ keinginanِ danِ tujuanِ

dalam kepemimpinannya yaitu tidak terlepas dari bagaimana agar kecamatan 

burau ini menjadi wilayah Kecamatan yang lebih baik untuk kedepannya dan 

dapat mewujudkan kesejahteraan dalam hal pemerintahan dan kenyamanan 

masyrakatnya.”71 

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Burau 

terkait dengan memiliki visi strategis sudah sangat baik. 

                                                           
69Malik Rahmat, Wawancara, Tanggal 12 Desember 2017. 

 
70www.kuttabku.com/2017/05/pengertian-keterbukaan-prinsip-dan-contoh-serta-ciri-ciri 

pemerintahan-yang-terbuka-atau-good governance.html?n, diakses pada tanggal 27 Desember 

2017. 

 
71Hamril, Wawancara, Tanggal 14 Desember 2017. 
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Dalam sebuah organisasi pemerintah, kombinasi antara peran pemerintah 

dengan unsur terciptanya good governance harus saling melengkapi, artinya 

bahwa semua praktek dari peran pimpinan dengan sistem kepemimpinan harus 

saling melengkapi. Jadi, semua praktek dari peran pimpinan harus didukung oleh 

partisipasi, kerangka/aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi 

consensus, keadilan, Efisienai dan efektifitas, dan akuntabilitas agar good 

governance bisa terwujud. Hal ini tentunya sudah diterapkan oleh camat Burau 

sesuai data-data yang telah dihimpun. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sesuai dengan ketentuan UU RI  

No.23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,dan PP RI No. 19 Tahun 

2008 tentang Kecamatan, maka dalam penelitian ini peranan Camat dalam 

mewujudkan good governance di Kecamatan Buraudilihat/dibatasi pada tiga 

hal yaitu peranan melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kecamatan, peranan melakukanpembinaan penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kecamatan, dan peranan melakukanpengawasan penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kecamatan. ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peranan Camat Burau dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan 

kegiatan Pemerintahan di Kecamatan untuk mewujudkan good 

governance dilakukan dengan baik dan efektif. 

2. Peranan Camat Burau membina penyelenggaraan Pemerintahan di 

tingkat Kecamatan, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Puskesmas 

untuk mewujudkan good governance dilakukan dengan baik dan efektif. 

3. Peranan Camat Burau mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di 

tingkat Kecamatan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan 

Puskesmas untuk mewujudkan good governance dilakukan dengan baik 

dan efektif. 
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Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dapatlah dinyatakan 

bahwa Camat Burau sesuai dengan kedudukan/posisi, tugas dan 

kewenangannya mengkoordinasikan, membina dan mengawasi 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan mempunyai peranan 

penting dan menentukan dalam mewujudkan good governance di tingkat 

kecamatan. Selain itu, Camat Burau juga melaksanakan penyelenggaraan 

pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governancedi wilayah 

Kecamatan Burau yaitu Partisipasi, kerangka/aturan hukum, transparansi, 

responsivitas, orientasi consensus, keadilan, efisiensi dan efektifitas, 

akuntabilitas, visi strategis. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasilpenelitian maka perlu dikemukakan saran 

sebagai berikut : 

1. Peranan Camat dalam mewujudkan goodgovernance melalui 

pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sudah 

dilakukan dengan baik dan efektif namun belum maksimal sehingga 

masihperlu ditingkatkan. Untuk itu Camat harus mengoptimalkan 

penggunaan sarana koordinasi terhadap semua unit kerja Pemerintah di 

Kecamatan. 

2. Peranan Camat dalam mewujudkan good governance melalui pembinaan 

terhadap penyelenggaraan Pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan 

baik dan efektif namun belum masimal sehingga masih perlu 

ditingkatkan. Untuk itu Camat harus dapat mengoptimalkan potensi dan 
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kemampuan dalam melakukan pembinaan terhadap unit kerja pemerintah 

di wilayah kerja kecamatan. 

3. Peranan Camat dalam mewujudkan good governance melalui 

pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sudah 

dilakukan dengan baik dan efektif namun belum optimal sehingga masih 

perlu ditingkatkan. Untuk itu Camat harus dapat mengoptimalkan sarana 

pengawasan yang ada seperti sistem pelaporan dan sistem monitoring dan 

evaluasi. 

4. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberikan 

dan menciptakan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat, untuk itu 

diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 

5. Perlunya peningkatan pemahamanan terhadap unit kerja pemerintahan di 

wilayah kerja kecamatan tentang tata pemerintahan yang baik dan 

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. 
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